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Mengingat : 1.

BUPATI CIAN,ILIR

PERATURAN DAERAH NAAUPATEN CIANJUR

NOMOR 22TAIdIUN2OI2

TEN?ANG:

PEI{YERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

c.

b.

bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan
badan usaha milik daerah, yang dibentut U..iasr.i.anPeraturan Daerah KabupaGn Cianjur Nomor3lHuk/.O2,1,.211975 jo. Nomor 17 Tahuri-1986 yang
bergerak dibidang pelayanan air bersih;
b**". dalam rangka penguatan modal perusahaan
sebagai upaya pemerintah Dierah dalam meningkatkan
kesehatan masyarakat khususnya aatam p.Ufanan airbersih, Pemerintah Daerah akan mengaloir"ii"., a".r,dalam. bentuk penyertaan modal daerah kepadaPerusahaan Daerah Air Minum;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf
!,- sqsuai dengan pasal 75 pera-turan p.merintah Nomor58 Tahun 2OO5, penyertaan Modal Daerah kepadaPerusahaan Daerah Air Minum termaksud harus
ditetapkan dalam peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19S0 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DalamLingk-ungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana
te^lah diirbah dengan undang-unda"; N;;;; Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupate-n purwakarta danKabupaten Subang dengan Mengubah Undang_Undang
Nomor 14 Tahun 195O tentang pembentukan" Daerah_
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi DjawaBarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 3i, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambihan
T\Iad--^ D--'-Ll:r- I-l^,-, : r'

tentang
Republik

Lembaran

2.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOS tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangai
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O04 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republii
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 125, Tambahan Lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan 0ndang-
Undang Nomor 12 Tahun 2O08 tentang perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 20O8 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1I tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2OO I tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian pencemaran
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0l
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 20O5 tentang
Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 449O);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang
Sistem'Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambatan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457g);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O05 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standai
Pelayanan Minimai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1S0, Tambahan Lembaran

11.

12.



3

1.1

14.

i5.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang
Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 20O5 Nomor 165, Tambihan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintahl
Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4237);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 48i2);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan investasi pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
3lHwklO21.2l1975 tentang pendirian perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur
sebagaimana telah diubah dengan peraiuran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 17 Tahun
1986 tentang Perubahan pertama peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor
3/HuklO21.2l 7975 tentang pendirian perusal-raan
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II
Cianjur;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun
2OO7 ter'tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri
D);

16. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor Og
Tahun 2000 tentang pedoman Sistem Akuntansi
Perusahaan Daerah Air Minum;

18.

19.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL

DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AiR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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1.

c
Daerah ada-lah Kabupaten Cianjur.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat
daerah lain sebagai ,_,n"ur perryeienggara pemerintahan
daerah -

Bupati adalah Bupati Cianjur;
Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya disebut
PDAM adalah Perusahaan Daerah Aii Minum milik
Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam
menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersamaantar daerah danf atau dengan badan usaha
swasta/ badan lain dan/atau pemanfaatan modal
Daerah oleh usaha/badan lain dengan suatu maksud,
tujuan dan imbalan tertentu.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
seianjutnya disebut ApBD adalah Anggaran eendapltai
dan Belanja Daerah Kabupaten Cianlui.

4.

5.

6.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

pasal 2

Y:$yd dan tujuan penyertaan Modai Daerah kepadaPDAM adalah untuk penguatan modal, membeiikan
kontribusi pendapatan asli daerah, dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mencapai
percepatan pemenuhan target pelayanan aii perpipaan diwilayah perkotaan sebanyak gO%- (delapan persen) dan
wilayah pedesaan sebanyak 6O7o (enam puiuh plrsen).'

(i)

(21

(3)

BAB III
PENYERTAAN MODAL

pasal 3
Pemerintah Daerah memberikan penyertaan Modai
Daerah kepada pDAM sebesar Rp 65.bO0.00O.000,O0
(enam puluh lima milyar rupiah).
Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). dianggarkan dalam ApBD seiama 5 (lima) tahunyaitu dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun
anggaran 2016.

Besaran Penyertaan Modal Daerah
dimaksud pada ayat ( 1) setiap tahunnya
dengan kemampuan keuangan daerah.

{4) Penggunaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk :

a. program masyarakat berpenghasilan rendah;
b. dana daerah urusan bersama;

sebagaimana
disesuaikan

c. oembuatan iernhafan nina A^^
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d. program penurunan kebocoran berupa penggantian
waler_. meter pelanggan dan pipa jaringan tia'nsmisi
dan distribusi;
pembuatan gedung kantor pusat;
penggantian pompa produksi;
water meter induk;

h. pengadaan pemasangan capasitor Bank dan panel
pompa.

e.

t.

c.

(1)

(2)

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PDAM

pasal 4
PDAM berhak menerima dana penyertaan modal Daerah
sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1).

PFIAM berkewajiban memberikan kontribusi pendapatan
asli daerah kepada Pemerintah Daerah, apabila telah
tercapai terget pelayanan air perpipaan di wilayah
perkotaan sebanyak 80% (deiapan puiuh pe.senl dan Ai
wilayah perdesaan sebanyak 6Oyo (enam puluh persenl.

BAB V

PEI{GENDALIAN
pasal S

PDIM wajib melaporkan neraca keuangan serta
perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh
lembaga berwenang kepada Bupati.
PDAM wajib melaporkan realisasi penggunaan
Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dirnaksirl pada
Pasal 3 ayat (1) kepada Bupati.
Bupati_ melakukan penilaian terhadap iaporan pDAM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan
memberikan laporan kepada Dewan perwakilan Rakvat
Daerah Kabupaten Cianjur mengenai hasil penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1)

(2)

(s)

BAB VI
. 

KBTENTUANPENUTUP
pasal 6

Mekanisme dan tata cara alokasi penyertaan modal Daerah
kepada PDAM akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai
fengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

pada tanggzil

memerintahkal
penempatann.ya

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
targgal 15 Januari 2O13

DAERAH KABUPATEN CIANJU

ALI

DAERAH KABUPATtrN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 4.


